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Abstrak: Masyarakat Muslim di Indonesia sudah memiliki dasar yang kuat untuk 
memberlakukan ketentuan hukum perdata Islam di tengah masyarakatnya. Hal ini 
ditopang oleh kodifikasi ketentuan hukum perdata Islam, seperti perkawinan dan 
kewarisan, dalam sistem perundang-undangan nasional. Hal ini merupakan 
langkah awal dari pemberlakukan hukum Islam di Indonesia melalui hukum 
positif. Langkah selanjutnya untuk memberlakukan hukum pidana Islam hingga 
sekarang belum terwujud. Berbagai upaya sudah dilakukan demi terwujudnya 
hukup pidana nasional yang dapat mengakomodasi aspirasi umat Islam yang 
menjadi penduduk mayoritas di negeri ini. Pemerintah sudah mengajukan draf 
yang berisi RUU KUHP nasional. Draf ini sudah bertahun-tahun dibahas oleh 
para ahli dan praktisi hukum kita, namun hingga sekarang belum mencapai kata 
sepakat. Yang menjadi pembahasa utama RUU KUHP tersebut adalah pasal-pasal 
baru yang memuat ketentuan hukum pidana Islam (HPI). Sebagian masyarakat 
kita masih keberatan untuk memberlakukan ketentuan HPI di negara kita. 
Berbagai argumen diajukan agar HPI tidak dapat diberlakukan di tengah-tengah 
masyarakat kita. Hingga akhir ini belum ada kepastian tentang pemberlakuan 
RUU KUHP nasional yang memuat ketentuan HPI tersebut. 
Kata kunci: hukum, hukum pidana Islam, KUHP 
 
Abstract: Muslim society in Indonesia already has a solid base to enforce the 
provisions of the civil law of Islam in the midst of the people. It is sustained by the 
codification of the civil laws of Islam, such as marriage and inheritance, in the 
system of national legislation. This is the first step of the implementation of 
Islamic law in Indonesia through positive law. The next step to enact Islamic 
criminal law up to now haven't materialized. A variety of efforts already 
undertaken for the sake of accomplishing the national criminal hukup that can 
accommodate the aspirations of Muslims who became the majority population in 
the country. The Government has already filed a BILL containing the draft 
CRIMINAL CODE. It's been years drafts are discussed by experts and 
practitioners of our law, but until now has not yet reached the word agreed. That 
became the main pembahasa the PENAL CODE BILL is new articles containing 
the provisions of the criminal law of Islam (HPI). Most of our society is still 
objecting to enact provisions of the HPI in our country. The various arguments 
put forward so that the HPI unenforceable in the midst of our society. To this end 
there has been no certainty about the enactment of the BILL of the CRIMINAL 
CODE contains a provision national HPI. 
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PENDAHULUAN 
Dalam membicarakan Hukum Islam 
di tengah-tengah Hukum Nasional pusat 
perhatian akan ditujukan pada kedudukan 
Hukum Islam dalam sistem Hukum 
Nasional. Sistem Hukum Indonesia, sebagai 
akibat dari perkembangan sejarahnya 
bersifat majemuk. Disebut demikian karena 
sampai sekarang di negara Republik 
Indonesia berlaku beberapa sistem hukum 
yang mempunyai corak dan susunan 
sendiri. Sistem hukum itu adalah sistem 
hukum Adat, sistem hukum Islam dan 
sistem hukum Barat. Sejak awal kehadiran 
Islam pada abad ke tujuh Masehi tata 
hukum Islam sudah dipraktikkan dan 
dikembangkan dalam lingkungan 
masyarakat dan peradilan Islam. Hamka 
mengajukan fakta berbagai karya ahli 
Hukum Islam Indonesia. Misalnya Shirat 
al-Thullab, Shirat al- Mustaqim, Sabil al-
Muhtadin, Kartagama, Syainat al-Hukm, 
dan lain-lain. Akan tetapi semua karya tulis 
tersebut masih bercorak pembahasan fikih, 
masih bersifat doktrin hukum dan sistem 
fikih Indonesia yang berorientasi kepada 
ajaran Imam Mazhab. (Hamka, 1974:324). 
Pada tahun 1760 VOC 
memerintahkan D.W. Freijer untuk 
menyusun hukum yang kemudian dikenal 
dengan Compendium Freijer. Compendium 
ini dijadikan rujukan hukum dalam 
menyelesaikan sengketa yang terjadi 
dikalangan masyarakat Islam di daerah 
yang dikuasai VOC. Penggunaan 
Compendium Freijer tidak berlangsung 
lama. Pada tahun 1800 VOC menyerahkan 
kekuasaan kepada Pemerintah Hindia 
Belanda. Bersamaan dengan itu lenyap dan 
tenggelam compendium itu. Lahirlah politik 
hukum baru, yang didasarkan atas teori 
resepsi atau teori konflik Snouck Hurgronje 
dan van Vollenhoven. Sejak itu secara 
sistematik, dengan sengaja hukum Islam 
dipencilkan. Sebagai gantinya digunakan 
dan ditampilkan hukum adat. Pemerintah 
Hindia Belanda mencoba melaksanakan 
hanya dua sistem hukum yang berlaku, 
yaitu hukum adat untuk golongan 
Bumiputera dan hukum barat bagi golongan 
Eropa. Setelah Indonesia merdeka, 
walaupun aturan peralihan menyatakan 
bahwa hukum yang lama masih berlaku 
selama jiwanya tidak bertentangan dengan 
UUD 1945, seluruh peraturan pemerintahan 
Belanda yang berdasarkan teori receptie 
tidak berlaku lagi karena jiwanya 
bertentangan dengan UUD 1945. Teori 
receptie harus exit karena bertentangan 
dengan Alquran dan sunnah Rasul. Hazairin 
menyebut teori receptie sebagai teori Iblis. 
Sejak pemerintah Belanda 
hengkang dari bumi nusantara, keberadaan 
hukum Islam mulai dianggap signifikan dan 
mendapat perhatian yang baik di dalam 
penyusunan peraturan perundang-undangan 
nasional. Usaha mengembalikan dan 
menempatkan hukum Islam dalam 
kedudukannya seperti semula terus 
dilakukan oleh para pemimpin Islam dalam 
berbagai kesempatan. Perjuangan mereka 
dimulai sejak peletakan hukum dasar bagi 
negara kita, yaitu ketika mereka dalam 
wadah Badan Penyelidik Usaha-usaha 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(BPUPKI). Setelah bertukar pikiran melalui 
musyawarah, para pemimpin Indonesia 
yang menjadi perancang dan perumus UUD 
Republik Indonesia yang kemudian dikenal 
dengan UUD 1945 mencapai persetujuan 
yang dituangkan ke dalam satu piagam 
yang kemudian dikenal dengan nama 
Piagam Jakarta (22 Juni 1945). Dalam 
Piagam Jakarta, yang kemudian diterima 
menjadi Pembukaan UUD 1945, dinyatakan 
antara lain bahwa negara berdasar kepada 
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ketuhanan dengan kewajiban menjalankan 
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 
Tujuh kata terakhir ini kemudian oleh 
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(PPKI) dihilangkan dan diganti dengan kata 
Yang Maha esa. (Muhammad Daud Ali, 
1989: 231). 
Hazairin mengembangkan teori 
yang disebutnya sebagai teori receptie exit. 
Pokok-pokok pikiran Hazairin tersebut 
adalah: 1) Teori receptie telah patah, tidak 
berlaku dan exit dari tata negara Indonesia 
sejak tahun 1945 dengan merdekanya 
bangsa Indonesia dan mulai berlakunya 
UUD 1945. 2) Sesuai dengan UUD 1945 
Pasal 29 ayat 1 maka negara Republik 
Indonesia berkewajiban, membentuk 
hukum nasional Indonesia yang bahannya 
hukum agama. Negara mempunyai 
kewajiban kenegaraan untuk itu. 3) Hukum 
agama yang masuk dan menjadi hukum 
nasional Indonesia bukan hukum Islam 
saja, melainkan juga hukum agama lain 
untuk pemeluk agama lain. Hukum agama 
di bidang hukum perdata diserap dan 
hukum pidana diserap menjadi hukum 
nasional Indonesia. Itulah hukum baru 
Indonesia dengan dasar Pancasila. (Hamka, 
1974: 269) 
Pasca kemerdekaan Indonesia dan 
UUD 1945 berlaku sebagai dasar negara 
walaupun tanpa memuat ketujuh kata dari 
Piagam Jakarta, maka teori receptie 
dinyatakan tidak berlaku lagi serta 
kehilangan dasar hukumnya. Selanjutnya 
hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia 
yang beragama Islam sesuai dengan pasal 
29 UUD 1945. Era ini disebutkannya 
sebagai Periode Penerimaan Hukum Islam 
sebagai sumber Persuasif (Persuasive 
source). (Cik Hasan Bisri, 1988: 96). 
Selanjutnya dengan ditempatkannya 
Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden RI 
tanggal 5 Juli 1959, maka era ini dapat 
dikatakan era penerimaan hukum Islam 
sebagai sumber otoritatif (authoritative 
source). Sehingga sering kali disebut bahwa 
Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang 
Dasar 1945 dan merupakan suatu rangkaian 
kesatuan dalam konstitusi tersebut. Kata 
menjiwai bisa bermakna negatif dalam arti 
tidak boleh dibuat perundang-undangan 
dalam negara RI yang bertentangan dengan 
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 
Secara positif maknanya adalah pemeluk-
pemeluk yang beragama Islam diwajibkan 
menjalankan syariat Islam. Untuk itu 
diperlukan undang-undang yang akan 
memberlakukan hukum Islam dalam hukum 
nasional. 
Memang secara sosiologis dan 
kultural, hukum Islam adalah hukum yang 
mengalir dan telah berurat akar pada 
budaya masyarakat Indonesia, karena itulah 
hukum Islam tergolong sebagai hukum 
yang hidup di dalam masyarakat (the living 
law). Bukan saja karena hukum Islam 
merupakan entitas agama yang dianut oleh 
mayoritas penduduk Indonesia, akan tetapi 
dalam dimensi amaliahnya hukum Islam 
telah menjadi bagian tradisi (adat) 
masyarakat. Dalam sejarahnya, hukum 
Islam di Indonesia selalu mengalami 
dialektika sesuai dengan visi dan misi 
politik penguasa. Visi politik hukum VOC 
terhadap hukum Islam tentu berbeda 
dengan politik hukum penguasa Hindia 
Belanda dan berbeda pula dengan masa 
setelah merdeka, baik pada masa Orde 
Lama maupun Orde baru. 
Adanya visi dan misi dalam bentuk 
politik hukum penguasa seperti itulah 
hukum Islam dalam perjalanan sejarahnya 
selalu mengalami pasang surut. Akibat dari 
penjajahan Belanda yang menerapkan teori 
receptie, maka hukum Islam telah 
“dikebiri” yang pengaruhnya masih 
membekas kuat sampai Indonesia merdeka. 
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Umat Islam berusaha untuk menghilangkan 
pengaruh teori receptie tersebut sejak masa 
kemerdekaan untuk mengembalikan peran 
hukum Islam sebagai hukum yang 
berlakukan bagi masyarakat Muslim 
Indonesia (menjadikan hukum Islam 
sebagai hukum positif). (Bani Syarif Maula, 
2003: 240). 
Dengan demikian, secara historis 
terlihat adanya upaya simultan kelompok 
Islam sebagai penduduk mayoritas 
Indonesia untuk berkeinginan mewarnai 
dasar negara dengan nuansa keIslaman. Hal 
ini telah dimulai sejak awal kemerdekaan 
diperoleh dan berkesinambungan sampai 
era reformasi sekarang ini. 
 
METODE PENELITIAN  
Dalam melakukan penelitian, 
membutuhkan data-data yang dapat 
memberikan kebenaran dari suatu ilmu 
pengetahuan. Dimana penelitian itu sendiri 
mempunyai pengertian : suatu usaha untuk 
menemukan, mengembangkan, dan menguji 
kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana 
dilakukan dengan metode-metode ilmiah. 
(Sutrisna Hadi, 1989: 4). 
Metode-metode tersebut sangatlah 
penting untuk menunjang hasil yang 
nantinya diperoleh dari penelitian yang 
dilakukan, sehingga mendapatkan data 
dengan gambaran yang jelas mengenai 
permasalahan yang diteliti. Pemilihan 
metode juga menjadi salah satu penetuan 
dari kesempurnaan suatu penelitian, Jenis 
penelitian yang penulis gunakan dalam 
penulisan ini adalah jenis penelitian 
kepustakaan (Library Research). 
Sedangkan penelitian ini bersifat deskirptif 
kualitatif. 
Studi kepustakaan dapat diartikan 
sebagai usaha yang dilakukan oleh peneliti 
dengan menghimpun informasi yang 
relevan dengan topik atau masalah yang 
akan atau sedang diteliti. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Proses atau tata cara pembentukan 
peraturan perundang-undangan merupakan 
suatu tahapan kegiatan yang dilaksanakan 
secara berkesinambungan untuk 
membentuk undang-undang. Sedangkan 
dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang 
Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan 
bahwa “Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan adalah pembuatan 
Peraturan Perundang-undangan yang 
mencakup tahapan perencanaan, 
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau 
penetapan, dan pengundangan.”(Undang-
undang Nomor 12 Th. 2011: 2). 
 
Pengertian Hukum Pidana Islam 
Istilah hukum pidana Islam berasal 
dari tiga kata dasar, yaitu „hukum‟, 
„pidana‟, dan „Islam‟. Dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia kata „hukum‟ diartikan 
dengan (1) peraturan atau adat yang secara 
resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan 
oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas; 
(2) undang-undang, peraturan, dsb. Untuk 
mengatur pergaulan hidup masyarakat; (3) 
patokan (kaidah, ketentuan) mengenai 
peristiwa (alam dsb.) yang tertentu; dan (4) 
keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan 
oleh hakim (dalam pengadilan); vonis. 
(KBBI, 1997: 360). Secara sederhana 
hukum dapat dipahami sebagai peraturan-
peraturan atau norma-norma yang mengatur 
tingkah laku manusia dalam suatu 
masyarakat, baik peraturan atau norma itu 
berupa kenyataan yang tumbuh dan 
berkembang dalam masyarakat maupun 
peraturan atau norma yang dibuat dengan 
cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. 
(Muhammad Daud Ali, 1989: 38). 
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Dalam ujudnya, hukum ada yang 
tertulis dalam bentuk undang-undang 
seperti hukum modern (hukum Barat) dan 
ada yang tidak tertulis seperti hukum adat 
dan hukum Islam. Kata yang kedua, yaitu 
„pidana‟, berarti kejahatan, (tentang 
pembunuhan, perampokan, korupsi, dan 
lain sebagainya); kriminal. (KBBI, 1997: 
871). Adapun kata yang ketiga, yaitu 
„Islam‟, oleh Mahmud Syaltut didefinisikan 
sebagai agama Allah yang diamanatkan 
kepada Nabi Muhammad Saw. untuk 
mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan 
juga mendakwahkannya kepada semua 
manusia serta mengajak mereka untuk 
memeluknya. Dengan pengertian yang 
sederhana, Islam berarti agama Allah yang 
dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Untuk 
disampaikan kepada umat manusia untuk 
mencapai kesejahteraan hidupnya baik di 
dunia maupun di akhirat kelak. (Mahmud 
Syaltut, 1966: 9). 
Dari gabungan ketiga kata di atas 
muncul istilah hukum pidana Islam. 
Dengan memahami arti dari ketiga kata itu, 
dapatlah dipahami bahwa hukum pidana 
Islam merupakan seperangkat norma atau 
peraturan yang bersumber dari Allah dan 
Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur 
kejahatan manusia di tengah-tengah 
masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih 
singkat, hukum pidana Islam dapat 
diartikan sebagai hukum tentang kejahatan 
yang bersumber dari ajaran Islam. Hukum 
Pidana Islam (HPI) dalam khazanah 
literatur Islam biasa disebut al-ahkam al-
jinaiyyah, yang mengatur pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan oleh orang 
mukallaf dan hukuman-hukuman baginya. 
(Abdul Wahab Khalaf, 1978 : 32). Para 
ulama menggunakan istilah jinayah bisa 
dalam dua arti, yakni arti luas dan arti 
sempit. Dalam arti luas, jinayah merupkan 
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh 
Syara‟ dan dapat mengakibatkan hukuman 
had (hukuman yang ada ketentuan nash-nya 
seperti hukuman bagi pencuri, pembunuh, 
dll), atau ta‟zir (hukuman yang tidak ada 
ketentuan nash-nya seperti pelanggaran lalu 
lintas, percobaan melakukan tindak pidana, 
dan lain-lain. Dalam arti sempit, jinayah 
merupakan perbuatan-perbuatan yang 
dilarang oleh Syara‟ dan dapat 
menimbulkan hukuman had, bukan ta‟zir. 
Istilah lain yang identik dengan jinayah 
adalah jarimah. (A.Jazuli, 2000 : 2). 
 
Teori Positifisasi 
Ada dua hal yang sangat penting 
dalam proses positivisasi, yaitu 
demokratisasi dan keilmuan. Oleh 
karenanya dalam keadaan yang sangat 
terbuka sebagai konsekuensi era reformasi 
dan dalam waktu bersamaan dalam kondisi 
yang krisis seperti sekarang ini, hukum 
Islam atau fiqh mempunyai peran besar 
sebagai sumber hukum nasional. Arti 
sumber di sini akan mengalami 
perkembangan yang sangat signifikan, 
bukan saja dalam sistem peradilan agama, 
sepeti selama ini, namun juga dalam sistem 
peradilan (meliputi materi hukum dan 
sistem kerja peradilan dalam rangka 
supremasi hukum) yang lebih luas. 
(Shohibul Itman, 229) 
Dalam konteks ini, positivisasi 
tidak hanya sekedar mentransfer fiqh yang 
merupakan produk beberapa abad lalu, 
tetapi juga tidak berarti harus membuang 
begitu saja hasil pemikiran fuqaha masa 
yang sudah silam. Pemikiran atau karya 
fuqaha‟ masa lalu merupakan living 
knowledge (pelajaran hidup) yang sangat 
berarti bagi pemikiran masa kini. Bahkan 
juga tidak mustahil kalau juga menjadi 
sumber pemikiran sekarang, sebagai proses 
historical continuity dalam tradisi 
akademik. 
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Kalau menempatkan fiqh atau 
hukum Islam dalam jajaran sumber ilmu 
hukum secara umum, maka dalam tataran 
operasional atau hukum materiil, fiqh dapat 
dijadikan sumber melalui beberapa jalur 
atau alur, antara lain sebagai berikut: 
(Shohibul Itman, 229) 1)Peraturan 
perundang-undangan; 2) Sumber kebijakan 
pelaksana pemerintahan yang tidak secara 
langsung dalam pengertian legislasi sebagai 
mana peraturan pemerintah, namun dalam 
konteks kedisiplinan secara administratif, 
meskipun pada akhirnya berkaitan dengan 
nilai-nilai legislasi pula; 3) Yurisprudensi; 
4) Sumber bagi penegak hukum, polisi, 
jaksa, dan pengacara; 5) Sumber ilmu 
hukum atau filsafat hukum; 6) Sumber 
nilai-nilai budaya masyarakat dan sekaligus 
sebagai sumber kebiasaan. 
Dari uaraian di atas, dapat dipahami 
bahwa lahirnya reformasi total di Indonesia 
menjadi kesempatan dan sekaligus 
tantangan bagi kajian hukum Islam. Kalau 
semula kajian hukum Islam seoalah 
melangit atau “ngawang-ngawang”, oleh 
karena didominasi oleh model menghafal 
hasil pemikiran ulama yang telah sekian 
abad lalu, kini kajian hukum Islam sudah 
saatnya untuk mampu bersifat empiris dan 
realistis, membumi yang mudah dipahami 
dan kemudian diamalkan oleh pemeluknya. 
Para pemikir hukum Islam dituntut untuk 
mampu meletakkan hukum Islam, mampu 
berperan dan berdaya guna dalam rangka 
keperluan kehidupan umat Islam dan 
bangsa Indonesia pada umumnya. 
Terkait pembahasan positivisasi 
hukum Islam, ada peluang besar bagi 
kedudukan hukum Islam, namun juga 
sekaligus tantangan kemampuan para 
pelaku kajiannya. Konsekuensinya, model 
dan kajian pendekatan hukum Islam di 
Indonesia, terutama sekali di lembaga-
lembaga akademik seperti PT dan pusat 
kajian, sudah waktunya untuk diperbaharui. 
Model, pendekatan dan filosofi kajian 
hukum Islam atau fiqh di IAIN, STAIN, 
PTAIS perlu diadakan reorientasi atau 
bahkan perubahan agar benar-benar 
bermanfaat dan memenuhi tuntutan tadi 
hukum positif, meliputi merekonstruksi 
pemikiran hukum Islam dengan bahasa UU, 
seperti KHI, sehingga akan lebih mudah 
dipahami dengan menggunakan bahasa 
hukum pada umumnya. Usaha positivisasi 
hukum Islam merupakan suatu keharusan 
baik dalam konteks kajian akademik yang 
selalu mengikuti ekelektisisme maupun 
proses demokratisasi yang mendasarkan 
pada mayoritas penduduk. (Shohibul Itman, 
230). 
 
Teori Akomodasi 
Teori ini merupakan salah satu teori 
tentang prilaku komunikasi yang sangat 
berpengaruh. Teori ini dirumuskan oleh 
Howard Giles dan para koleganya, teori 
akomodasi menjelaskan bagaimana dan 
kenapa kita menyesuaikan prilaku 
komunikasi kita terhadap tindakan orang 
lain. (Stephen W. Littlejohn dan Karen A. 
Foss, 2009 : 222) Richard dan Turner 
mendefenisikan bahwa Akomodasi 
(accommodation) sebagai kemampuan 
untuk menyesuaikan, memodifikasi atau 
mengatur prilaku seseorang dalam 
responnya terhadap orang lain. Akomodasi 
biasanya dilakukan secara tidak sadar. 
Seseorang cenderung memiliki naskah 
kognitif internal yang digunakan ketika 
berbicara dengan orang lain. (West, Richard 
dan H. Turner, Lynn., 2008 : 217) 
Dalam ilmu sosiologi, istilah 
“akomodasi” digunakan dalam dua arti, 
yaitu menunjuk pada suatu keadaan dan 
menunjuk pada suatu proses. Sebagai suatu 
keadaan, akomodasi mengacu pada 
terjadinya suatu keseimbangan 
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(equilibrium) dalam interaksi antar orang-
perorang atau kelompok-kelompok manusia 
dalam kaitannya dengan norma-norma 
sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku di 
dalam masyarakat. Sedangkan sebagai 
suatu proses, akomodasi berarti tindakan 
aktif yang dilakukan untuk menerima 
kepentingan yang berbeda dalam rangka 
meredakan suatu pertentangan yang terjadi. 
(West, Richard dan H. Turner, Lynn., 2008 
: 217). 
Para sosiolog menggunakan istilah 
“akomodasi” sebagai suatu pengertian 
untuk menggambarkan suatu proses dalam 
hubungan-hubungan sosial yang sama 
artinya dengan pengertian adaptasi 
(adaptation). Istilah “adaptasi” diadopsi 
dari istilah dalam ilmu biologi, yang berarti 
suatu proses ketika mahkluk hidup selalu 
menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya. 
Dalam konteks sosial, adaptasi dipahami 
sebagai suatu proses ketika penyesuaian diri 
dapat dilakukan oleh individu atau 
kelompok-kelompok yang mula-mula 
saling bertentangan, dengan cara 
menyesuaikan diri dengan kepentingan 
yang berbeda dalam situasi tertentu. 
Alo menyatakan bahwa Komunikasi 
antarbudaya mengharuskan setiap 
pelakunya berusaha mendapatkan, 
mempertahankan dan mengembangkan 
aspekaspek kognitif bersama. Seseorang 
harus mengetahui keberadaan budaya yang 
menjadi latarbelakang kehidupannya, 
seseorang itupun harus berusaha untuk 
mendapatkan dan memahami latar belakang 
budaya orang lain. Pengetahuan itu 
diperoleh dari informasi tentang 
kebudayaan orang lain, pengalaman 
pergaulan yang terus-menerus sehingga 
pengalaman itu dapat memengaruhi 
persepsi sikap sesesorang terhadap orang 
lain. (Alo Liliweri, 2007 : 260) 
Dalam buku Richard, Giles 
menyebutkan bahwa Akomodasi adalah 
proses yang opsional dimana dua 
komunikator memutuskan apakah untuk 
mengakomodasi, salah satu, atau tidak 
keduanya. Giles percaya bahwa pembicara 
terkadang menonjolkan perbedaan verbal 
dan nonverbal diantara diri mereka sendiri 
dan orang lain. Ia menyebut hal ini 
divergensi (divergence). Divergensi sangat 
berbeda dengan konvergensi dalam hal 
bahwa ini merupakan proses disosiasi. 
Alih-alih menunjukkan bagaimana dua 
pembicara mirip dalam hal kecepatan 
bicara, tindak-tanduk atau postur, 
divergensi adalah ketika tidak terdapat 
usaha untuk menunjukkan persamaan antara 
para pembicara. Dengan kata lain, dua 
orang berbicara dengan Satu sama lain 
tanpa adanya kekhawatiran mengenai 
mengakomodasi satu sama lain. West, 
Richard dan H. Turner, Lynn., 2008 : 226). 
 
Problematika Pelembagaan Hukum 
Islam 
Pelembagaan merupakan suatu 
proses yang harus dilewati oleh suatu 
norma yang baru untuk menjadi bagian dari 
salah satu lembaga kemasyarakatan. Atau 
dengan kata lain proses untuk menjadikan 
norma itu dikenal, diakui, dihargai, dan 
kemudian ditaati oleh masyarakat dalam 
kehidupan sehari-hari. (Soerjono Soekanto, 
(1994: 64) Untuk merealisasikannya maka 
norma tersebut harus dijelmakan dalam 
sebuah lembaga. Lembaga atau institusi 
mempunyai dua bentuk, pertama, berupa 
pranata-pranata yang mengatur hubungan 
antara manusia di dalam hidup 
bermasyarakat, kedua, berupa organisasi 
untuk memberikan kekuatan kepada 
pranata-pranata tersebut. Secara sosiologis 
lembaga adalah pola-pola tingkah laku 
manusia yang tersusun teratur, kompleks, 
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yang berlaku terus-menerus dalam suatu 
masyarakat sebagai realisasi hasrat, 
kebutuhan, nilai-nilai dan yang digunakan 
sebagai ukuran penilaian baik dan buruk 
dalam masyarakat. (Soedjito, 1991 : 59) 
Pelembagaan hukum Islam berarti 
proses untuk mewujudkan suatu norma atau 
kaidah yang bersumber dari ajaran Islam 
menjadi kebiasaan, atau menjadikan hukum 
Islam sebagai pandangan hidup dan 
mempunyai relevansi dengan kebutuhan 
hidup umat Islam. Dalam pelembagaan ini 
dimulai dengan pengenalan norma-norma 
ajaran Islam agar diketahui masyarakat. 
Pelaksanaan dalam tahap ini dilakukan 
melalui pengajaran terhadap berbagai 
kaidah hukum Islam sebagaimana yang 
termaktub dalam al-Quran dan Hadis, yang 
meliputi ayat-ayat atau hadis hukum dan 
berbagai ketentuan dalam kitab-kitab fikih. 
Tujuan pelembagaan hukum Islam untuk 
menjadikan kaidah hukum Islam secara 
sadar diakui sebagai bagian dari kehidupan 
masyarakat . Masyarakat disamping sebagai 
subyek hukum juga merupakan salah satu 
faktor yang menentukan dalam proses 
penegakan hukum. (Soerjono Soekanto dan 
Mustafa Abdullah, 1982 : 14) 
Harus dipahami bahwa ajaran Islam 
tidak memberikan formulasi hukum yang 
mempunyai aktualitas yang sepadan dengan 
kebutuhan riil hukum. Dalil-dalil yang 
terinci tentang suatu permasalahan yang 
tidak sebanyak kebutuhan yang muncul. Di 
sinilah peluang sekaligus perlunya analisis 
dan elaborasi. Secara historis, formulasi 
syariah mengikuti tahap-tahap 
perkembangan umat. Tehnik-tehnik 
penjabaran syariah dari sumber hukumnya 
dan cara penyusunan konsep dan prinsip 
fundamentalnya merupakan sejarah 
intelektual, sosial dan praktek umat Islam. 
Konsep ijtihad merupakan simbol 
dinamika, yang sudah muncul dan 
berkembang di kalangan ulama klasik. 
Namun setelah muncul mazhab-mazhab 
fikih (abad ke dua hijrah) kegiatan ijtihad 
ini menurun dan hukum Islam mengalami 
stagnasi. (Abdullah Ahmed An-Naim, 1994 
: 30) 
Perkembangan politik hukum di 
Indonesia sudah menjalani pertumbuhan 
dengan memperhatikan pengaruh dari 
faktor nilai-nilai kemasyarakatan dan 
keagamaan. Maka sudah waktunya para 
ulama dan kaum cendekiawan Muslim turut 
menegaskan kaidah agama, agar para 
penganutnya tidak lagi melanggar ajaran 
agamanya dengan cara self inforcement. 
Penegakan hukum (kaidah) agama secara 
preventif ini sangat membantu pemantapan 
pola penegakan hukum (lawenforcement) 
negara secara preventive represive. 
Tujuannya adalah agar masyarakat 
memahami dan menaati kaidah hukum 
negara dan kaidah agama sekaligus. Dengan 
demikian, syariah Islam bukan hanya 
didakwahkan, tetapi juga dilaksanakan 
melalui penegakan hukum preventif (bukan 
represif) guna mengisi kelemahan hukum 
pidana positif. (A. Malik Fajar, 2001 : 18) 
Untuk Hukum Pidana Islam (HPI), 
yang menurut asas legalitas dikategorikan 
sebagai hukum tidak tertulis, masih dapat 
diakui di Indonesia secara konstitusional 
sebagai hukum, dan masih terus berlaku 
menurut pasal II Aturan Peralihan UUD 
1945. Namun demikian, ketentuan dasar itu 
belum ditindaklanjuti dengan instrumen 
hukum untuk masuk ke dalam wujud 
instrumen asas legalitas. Seperti halnya 
KUHP di atas, posisi HPI belum terdapat 
kepastian untuk menjawab pertanyaan 
teoritis, mana hukum pidana yang dapat 
ditegakkan. Ketiadaan HPI secara tertulis di 
Indonesia menjadi penyebab belum dapat 
terpenuhinya HPI secara legal sesuai 
dengan pertanyaan tersebut. Karena itulah 
Fahmil Huda Dinil Futra,, Prospek Pemberlakuan Hukum...|149 
 
© 2020 by Murabby All right reserved. This work is licensed under (CC-BY-SA) 
HPI harus benar-benar disiapkan secara 
tertulis sebagaimana hukum positif lainnya, 
bukan langsung mendasarkannya pada 
sumber hukum Islam, yakni al-Quran, 
Sunnah, dan ijtihad pada ulama (kitab-kitab 
fikih). (Abdul Gani Abdullah, 2001 : 246) 
Dengan demikian, pelembagaan 
hukum Islam yang bertujuan untuk 
membumikan dan melembagakan hukum 
Islam dalam realitas kehidupan masyarakat 
merupakan salah satu positifikasi hukum 
Islam. Dengan menjadikan nilai-nilai dan 
prisip-prinsip Islam sebagai kebiasaan dan 
adat istiadat, secara tidak langsung sudah 
terbentuk masyarakat Islami. Hal ini berarti 
kesadaran hukum masyarakat akan perlunya 
nilai-nilai islam telah tercermin dalam 
tingkah laku mereka dalam proses interaksi 
dan komunikasi sosial. Kondisi yang 
demikian ini sangat efektif dalam 
menunjang usaha positifikasi hukum Islam, 
karena pemberlakuan suatu perpu juga 
harus memperhatikan aspirasi masyarakat 
yang terlihat dalam nilai-nilai yang 
berkembang dan dipraktekkan. Di samping 
itu kesadaran hukum masyarakat juga bisa 
menjadi daya tawar bagi pemerintah dalam 
merumuskan politik hukum yang akan 
ditetapkan. (Padmo Wahyono, 1986 : 143) 
Dalam tahapan yang lebih jauh akan 
terbentuk tata hukum dan sistem hukum 
nasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip 
Islam (meskipun tidak berlabelkan Islam), 
atau setidaknya tidak bertentangan dengan 
hukum Islam. Jika berbagai permasalahan 
di atas dapat diatasi dan diselesaikan, maka 
transformasi hukum Islam ke dalam hukum 
nasional akan tercapai. Hal ini dikarenakan 
secara institusional tidak ada hambatan 
yang berarti. Kedudukan hukum Islam di 
Indonesia dijamin sepenuhnya oleh negara, 
baik melalui landasan idiil yaitu Pancasila 
maupun landasan struktural yaitu UUD 
1945. 
Hingga sekarang ini sebenarnya 
muncul keinginan di hati sebagian umat 
Islam Indonesia keinginan untuk 
diberlakukannya hukum Islam secara utuh 
di Indonesia, termasuk dalam bidang 
hukum pidana. Hal ini didasari oleh 
anggapan bahwa dengan diberlakukannya 
hukum pidana Islam, maka tindak pidana 
yang semakin hari semakin merebak di 
tengah-tengah masyarakat sedikit demi 
sedikit dapat terkurangi. Sanksi yang tidak 
sepadan yang diberikan kepada para pelaku 
tindak pidana selama ini tidak membuat jera 
mereka untuk mengulanginya. Karena itu, 
sanksi yang tegas seperti yang ada dalam 
HPI nampaknya merupakan alternatif 
terbaik yang dapat mengatasi permasalahan 
tindak pidana di Indonesia. Dalam beberapa 
kasus terlihat antusiasme masyarakat kita 
untuk segera menerapkan ketentuan pidana 
Islam, namun karena tidak diizinkan oleh 
aparat pemerintah keinginan untuk 
melaksanakannya tidak terwujud. Namun 
demikian, bukan berarti apa yang selama ini 
diterapkan oleh pengadilan di Indonesia 
seluruhnya bertentangan dengan HPI. Ada 
beberapa putusan pengadilan kita yang 
terkadang sama dan sesuai dengan 
ketentuan HPI, seperti hukuman mati dan 
langkah awal pemberlakuan sanksi pidana 
cambuk seperti yang diberlakukan di 
Nanggro Aceh Darussalam akhir-akhir ini. 
(M. Arskal Salim, (2001 : 256) 
 
Wacana Pemberlakuan Hukum Pidana 
Islam di Indonesia 
Sebagai negara berdasar atas hukum 
yang berfalsafah Pancasila, negara 
melindungi agama, penganut agama, 
bahkan berusaha memasukkan hukum 
agama ajaran dan hukum agama Islam 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 
sebagaimana pernyataan Mohammad Hatta, 
bahwa dalam pengaturan negara hukum 
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Republik Indonesia, syariat Islam 
berdasarkan Al-quran dan Hadis dapat 
dijadikan peraturan perundang-undangan 
Indonesia sehingga orang Islam mempunyai 
sistem syariat yang sesuai dengan kondisi 
Indonesia. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 
dalam salah satu konsiderannya 
menyatakan bahwa Piagam Jakarta 
tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-
Undang Dasar 1945, danadalah 
merupakan suatu rangkaian kesatuan 
dengan konstitusi tersebut. (M. Amin 
Suma, 2004 : 18) 
Dalam beberapa kasus terlihat 
antusiasme masyarakat kita untuk segera 
menerapkan ketentuan pidana Islam, namun 
karena tidak diizinkan oleh aparat 
pemerintah keinginan untuk 
melaksanakannya tidak terwujud. Namun 
demikian, bukan berarti apa yang selama ini 
diterapkan oleh pengadilan di Indonesia 
seluruhnya bertentangan dengan hukum 
pidana Islam. Ada beberapa putusan 
pengadilan kita yang terkadang sama dan 
sesuai dengan ketentuan hukum pidana 
Islam, seperti hukuman mati dan langkah 
awal pemberlakuan sanksi pidana cambuk 
seperti yang diberlakukan di Nanggro Aceh 
Darussalam akhir-akhir ini. 
Telah bertahun-tahun di negara kita 
diupayakan pembuatan KUHP yang baru 
yang dapat disebut KUHP Indonesia. 
Upaya ini mendapatkan hasil dengan 
disiapkannya RUU KUHP yang baru. 
Dalam RUU ini juga termuat materi-materi 
yang bersumberkan pada hukum pidana 
Islam, meskipun tidak secara keseluruhan. 
RUU ini juga sudah beberapa kali dibahas 
dalam berbagai kesempatan, termasuk 
dalam forum sidang-sidang di DPR, namun 
hingga saat ini belum ada kata sepakat di 
kalangan para pengak hukum kita tentang 
materi atau pasal-pasal yang menjadi isi 
dari RUU tersebut. 
Ada sebuah pemikiran yang bijak 
yaitu adanya pengintegrasian hukum pidana 
Islam ke dalam pembentukan hukum pidana 
nasional. Dalam hal ini Masykuri Abdillah 
menyarankan agar proses tersebut 
dilakukan jika memungkinkan dengan cara 
pengungkapan materi hukum Islam secara 
eksplisit ke dalam RUU KUHP. Namun, 
jika tidak memungkinkan ia mengusulkan 
agar hal itu dilakukan dengan cara 
pengungkapan prinsip-prinsip dan 
moralitasnya saja. Misalnya, tindak pidana 
perzinaan dan minum minuman keras tidak 
mesti harus dihukum dengan hukuman 
rajam atau hukuman cambuk empat puluh 
kali kepada pelakunya. Yang paling prinsip 
adalah bagaimana kedua contoh bentuk 
perbuatan itu dianggap sebagai tindak 
pidana yang tidak sesuai dengan prinsip dan 
moralitas Islam. Hal ini, menurut Masykuri 
Abdullah merupakan proses dari strategi 
legislasi hukum Islam yang bersifat gradual 
dan sejalan dengan kaidah fikih: Ma la 
yudrakukulluh la yutraku kulluh (sesuatu 
yang tidak dapat dicapai seluruhnya, tidak 
boleh ditinggalkan seluruhnya). 
(Muhammad Amin Suma dkk, 2001 : 259) 
Langkah ini bukanlah yang paling 
ideal, tetapi cukup memberikan harapan 
untuk dimulainya pemberlakuan hukum 
pidana Islam di Indonesia secara bertahap. 
Tawaran seperti ini barangkali juga dapat 
memuaskan sementara pihak yang kerap 
kali menolak setiap upaya pemberlakuan 
hukum Islam di Indonesia. Pandangan 
Masykuri seperti di atas belum tentu dapat 
diterima oleh semua kalangan umat Islam 
di Indonesia. Ada sebagian dari mereka 
yang menginginkan diberlakukannya 
hukum pidana Islam secara penuh sesuai 
dengan ketentuan yang pasti (qath‟iy) dari 
al-Quran dan Sunnah Nabi. Pemberlakuan 
hukum pidana Islam dalam aspek 
fundamentalnya saja, seperti di atas, bukan 
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harapan mereka, namun juga harus 
menyertakan aspek instrumentalnya. 
Karena itulah, yang mereka harapkan 
adalah dimasukkannya ketentuan ketentuan 
pokok hukum pidana Islam dalam hukum 
pidana nasional, jika tidak bisa 
diberlakukan hukum pidana Islam secara 
khusus. 
Kemudian, dalam hal ini, 
AhmadSukardja mencoba mengajukan dua 
pendekatan dalam pelaksanaan hukuman 
pidana Islam, yaitu melalui pendekatan 
jawabir dan zawajir. Pendekatan jawahir 
menghendaki pelaksanaan secara tekstual 
berdasarkan nash, di mana hukuman 
ditegakkan dengan maksud menebus 
kesalahan dan dosa si pelaku pidana, maka 
pendekatan zawajir lebih melihat 
bagaimana agar tujuan penghukuman itu 
sendiri dapat dicapai, yaitu membuat jera si 
pelaku dan menimbulkan rasa takut pada 
diri orang lain untuk melakukan perbuatan 
pidana sejenis. 
Ahmad Sukardja berpendapat bahwa 
dalam rangka pengintegrasian hukum 
(pidana) Islam ke dalam hukum pidana 
nasional, kedua pendekatan ini patut 
menjadi pertimbangan. Bila dengan 
pendekatan zawajir (hukuman minimal) 
tujuan penerapan sanksi dapat tercapai, 
maka pendekatan jawahir (hukum 
maksimal) yang disebutkan secara eksplisit 
dalam nas tidak perlu lagi diterapkan. 
(Muhammad Amin Suma dkk, 2001 : 260) 
Kemudian terkait dengan penegakan 
syariat Islam, dalam hal ini hukum pidana 
Islam di Indonesia, paling tidak terdapat 
empat kelompok cara pandang. Pertama, 
mereka yang menginginkan hukum pidana 
Islam ditegakkan seutuhnya dan tidak 
dicampuri dengan hukum-hukum lainnya 
yang sudah sah. Kedua, mereka menyakini 
kelaiakan hukum pidana Islam yang 
notabene setara dengan hukum Barat dan 
hukum Adat menjadi sumber hukum pidana 
di Indonesia. Ketiga, mereka yang 
menyakini bahwa syariat Islam itu harus 
ditegakkan seutuhnya sehingga harus ada 
pemerintah Islam. Keempat, mereka yang 
berpendapat bahwa yang paling penting 
ialah nilai-nilai syariat Islam dapat 
ditegakkan. (Faisal, 48) 
Perlu ditambahkan bahwa 
pembaharuan sistem hukum pidana 
nasional melalui pembahasan RUU KUHP 
sekarang ini harus diakui sebagai upaya 
untuk mengakomodasi aspirasi sebagian 
besar umat beragama di Indonesia. 
Berbagai delik tentang agama ataupun yang 
berkaitan dengan agama mulai dirumuskan 
dalam RUU tersebut, misalnya tentang 
penghinaan agama, merintangi ibadah atau 
upacara keagamaan, perusakan bangunan 
ibadah, penghinaan terhadap Tuhan, 
penodaan terhadap agama dan kepercayaan, 
dan lain sebagainya. Rumusan semacam ini 
tidak mungkin didapati dalam hukum 
pidana yang diberlakukan di negara-negara 
sekuler, sebab urusan agama bukan urusan 
negara dan menjadi hak individu masing-
masing warga negara.  
Selain beberapa pasal yang terkait 
dengan delik agama, dalam rancangan 
tersebut juga dimasukkan pasal-pasal baru 
yang berkaitan dengan delik kesusilaan, 
seperti berbagai bentuk persetubuhan di 
luar pernikahan yang sah atau yang 
melanggar ketentuan agama. Tentu saja 
masih banyak pasal-pasal lain yang terkait 
dengan materi HPI dalam RUU KUHP 
tersebut. Langkah seperti di atas merupakan 
upaya positif pemerintah untuk 
memberlakukan ketentuan hukum sesuai 
aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam. 
Namun, hingga sekarang langkah ini belum 
terwujud. 
Kemudian terkait dengan proses 
pengakomodasian hukum Islam kedalam 
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hukum pidana nasional itu tidak terlepas 
bagaimana prosedur penyusunan peraturan 
perundang-undangan. Peran politik fraksi 
dan anggota DPR RI yang sangat dominan, 
maka perlu disimak pada tahapan mana ide 
dan materi hukum pidana Islam mulai 
terakomodasi ke dalam RUU yang 
membahas hukum pidana nasional yang 
akan dibentuk, karena RUU tersebut yang 
akan menjelma menjadi undang-undang 
yang berlaku dan mengikat setelah 
disahkan. Apakah pada saat penyampaian 
RUU beserta penjelasannya yang dibarengi 
naskah akademisnya, yang berarti ide dan 
materi hukum pidana Islam sudah 
diakomodasi sejak awal perumasan pasal-
per-pasal RUU tersebut. (Muhammad Amin 
Suma dkk, 2001 : 263) 
Dari beberapa keterangan di atas, 
terdapat beberapa alternatif pelaksanaan 
hukum pidana Islam di Indonesia, yaitu: 
perubahan institusi, perubahan sistem 
hukum pidana nasional menjadi sistem 
hukum pidana Islam, Islamisasi hukum 
pidana nasional, perluasan kompetensi 
Peradilan Agama, transformasi norma dan 
konsep hukum pidana Islam ke dalam 
hukum pidana nasional. singkatnya, 
penegakan hukum pidana Islam sebenarnya 
sangat mendukung reformasi dalam bidang 
hukum pidana nasional dan juga 
sebaliknya. 
Syariat Islam sebagai hukum yang 
berasal dari wahyu Ilahi, sudah jelas akan 
memberikan pengaruh yang besar  kepada 
karakter hukum pidana nasional yang 
dihormati dan dipatuhi oleh bangsa 
Indonesia yang sebagian besar mayoritas 
beragama Islam, juga bangsa Indonesia 
yang beragama non Islam. Dalam konteks 
ini, sudah jelas formalisasi hukum pidana 
Islam di Indonesia ke dalam hukum pidana 
nasional menjadi suatu kebutuhan dan tentu 
tidak akan melanggar aturan-aturan yang 
sudah ada. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Pembaharuan sistem hukum 
pidana nasional melalui pembahasan RUU 
KUHP sekarang ini sebagai upaya untuk 
mengakomodasi aspirasi sebagian besar 
umat beragama di Indonesia. Berbagai delik 
tentang agama ataupun yang berkaitan 
dengan agama mulai dirumuskan dalam 
RUU tersebut, misalnya tentang penghinaan 
agama, merintangi ibadah atau upacara 
keagamaan, perusakan bangunan ibadah, 
penghinaan terhadap Tuhan, penodaan 
terhadap agama dan kepercayaan, dan lain 
sebagainya. Rumusan semacam ini tidak 
mungkin didapati dalam hukum pidana 
yang diberlakukan di negara-negara 
sekular, sebab urusan agama bukan urusan 
negara dan menjadi hak individu masing-
masing warga negara. 
Selain beberapa pasal yang terkait 
dengan delik agama, dalam rancangan 
tersebut juga dimasukkan pasal-pasal baru 
yang berkaitan dengan delik kesusilaan, 
seperti berbagai bentuk persetubuhan di 
luar pernikahan yang sah atau yang 
melanggar ketentuan agama. Tentu saja 
masih banyak pasal-pasal lain yang terkait 
dengan materi Hukum Pidana Islam dalam 
RUU KUHP tersebut, sehingga pada 
akhirnya nanti apabila telah disahkan 
Hukum Pidana Islam dapat terakomodir 
dalam hukum pidana nasional. 
Pengakomodasian hukum pidana Islam ke 
dalam hukum pidana nasional akan saling 
melengkapi sekaligus menjadi jawaban atas 
problem kriminalitas yang hingga kini tidak 
pernah usai. 
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Saran 
Dalam upaya untuk melegalisasikan 
hukum pidana Islam di Indonesia memang 
sedikit sulit, akan tetapi dapat dilakukan 
secara bertahap, mulai dari memasukkan 
substansi hukumnya terlebih dahulu dalam 
peraturan perundang-undangan di 
Indonesia. 
Saran dapat berupa masukan bagi 
peneliti berikutnya, dapat pula rekomendasi 
implikatif dari temuan penelitian 
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